
 

 

ABSTRAK 

 

Ayu Khoirunisa : “Implementasi Program Inovasi Pembangunan Dan 

Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Tamansari Kecamatan 

Bandung Wetan Kota Bandung Tahun 2019” 

Kelurahan Tamansari yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Wetan 

adalah salah satu wilayah yang telah menjalankan Program Inovasi Pembangunan 

dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Setiap gejala yang terjadi dalam 

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di 

Kelurahan Tamansari disebabkan karena lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

sebagai pelaku,pelaksanaan PIPPK, dalam memahami serta mengimplementasikan 

kebijakan PIPPK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Maka dari 

itu, Peneliti berupaya untuk menggambarkan bagaiamana Implementasi Kebijakan 

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di 

wilayah kelurahan Tamansari tahun 2019 dan  memaparkan secara mendalam 

situasi yang terjadi dilihat dari Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat dan 

Pembagian Potensi.  

Teori  yang digunakan ialah Teori Implementasi Kebijakan dari Jan Merse 

yang meliputi Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian 

Potensi.Metode Penelitian yang digunakan ialah  Metode Deskriptif dan Jenis Data 

Kualitatif. Teknik pengumpulan daya yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan studi dokumen. Teknis analisi data dalam penelitian menggunakan teknik 

analisis data menurut Creswell.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kelurahan Tamansari telah 

menjalankan Implementasi Kebijakan PIPPK pada tahun 2019 dengan baik namun 

terkait dengan informasi regulasi PIPPK masih perlu di perhatikan mengingat 

masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prinsip dari Kebijakan PIPPK 

ini dibuat kemudian dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan PIPPK 

sangat dirasakan sebagaimana ide dan gagasan masyarakat dalam pembangunan 

kewilayahan akan secara nyata dibentuk dan dijalankan sesuai dengan anggaran 

dengan demikian masyarakat akan aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan 

kegiatanya serta masyarakat akan dapat lebih peka terhadap masalah yang ada di 

lingkunganya untuk kemudian dapat di pecahkan melalu PIPPK. Walaupun pada 

tahun 2019 Kebijakan PIPPK kegiatanya masih terfokus terhadap pembangunan 

namun pemberdayaan yang dijalankan meliputi dari partisipasi dan kemandirian 

masyarakat dalam memecahkan masalahnya sendiri. 

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Pembangunan  

dan Pemberdayaan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Tamansari Village, which is located in the Bandung Wetan District, is one 

of the areas that has implemented the Regional Development and Empowerment 

Innovation Program (PIPPK). Every symptom that occurs in the Regional 

Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) in Tamansari 

Village is caused by the weakness of Human Resources (HR) as actors, 

implementing PIPPK, in understanding and implementing PIPPK policies in 

community development and empowerment. Therefore, the researcher seeks to 

describe how the Policy Implementation of the Regional Development and 

Empowerment Innovation Program (PIPPK) in the Tamansari sub-district area in 

2019 is and describes in depth the situation that occurs in terms of Information, 

Policy Content, Community Support and Potential Sharing. 

The theory used is Jan Merse's Theory of Policy Implementation which 

includes Information, Policy Content, Community Support, and Potential Sharing. 

The research method used is descriptive method and qualitative data types. The 

power gathering technique used is observation, interview and document study. 

Data analysis techniques in this research use data analysis techniques according 

to Creswell. 

The results showed that the Tamansari Village had carried out the PIPPK 

Policy Implementation in 2019 well but related to PIPPK regulatory information 

still needs to be considered considering that there are still many people who do not 

know the principles of the PIPPK Policy. The ideas and ideas of the community in 

regional development will be clearly formed and carried out according to the 

budget so that the community will actively participate in the implementation of its 

activities and the community will be more sensitive to problems that exist in their 

environment so that they can then be solved through PIPPK. Although in 2019 the 

PIPPK Policy was still focused on development, the empowerment carried out 

included community participation and independence in solving their own problems. 

Keywords: Policy, Policy Implementation, Development and Empowerment. 


